BAB 1V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan dari pembahasan yang penulis uraikan, maka dapat di tarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transasksi layanan
mobile banking dalam kasus cyber crime sudah diatur dalam beberapa
aturan namun, belum ada pengaturan khususnya di Indonesia untuk cyber
crime tersebut, akan tetapi pengaturan ini dapat diperoleh dengan
menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya
dengan kasus ini seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan
beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Dan nasabah masih tetap
diberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif, perlindungan
ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan
seperti terjadinya sangketa pembobolan data nasabah yang berujung
diselesaikan ke pengadilan. Hal ini sangat dihindari oleh pihak bank,
dikarenakan kepercayaan bank terletak pada nasabah dan masyarakat

sekitarnya.
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2. Bentuk tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah yang dirugikan
dalam transaksi layanan mobile banking dalam kasus cyber crime ini adalah
bahwa pihak bank sebagai pelaku usaha sangat bertanggung jawab untuk
menyampaikan permohonan maaf serta memberikan ganti rugi kepada
nasabah apabila kesalahan tersebut terbukti dilakukan oleh pihak bank.
Disini pihak bank juga bertanggung jawab kepada pengguna layanan mobile
banking sebagai korban tindak pidana cyber crime dengan menyarankan
kepada nasabah agar lebih teliti dan tetap waspada saat menggunakan
mobile banking tersebut. Pihak bank juga bertanggung jawab
menindaklanjuti pengaduan nasabah korban tindak pidana cyber crime
dengan menerima laporan baik secara lisan maupun secara tertulis. Disisi
lain, nasabah juga harus tetap memenuhi persyaratan yang diminta oleh
pihak bank untuk memeriksa setiap transaksi nasabah yang dinyatakan

gagal tersebut.

B. Saran
Berdasarkan simpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat penulis
ajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi nasabah,
pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini sudah seharusnya
membentuk suatu aturan yang dirancang dan dibuat secara khusus mengenai
mobile banking ini. Karena semakin berkembangnya zaman, maka
diperlukan peraturan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman

pada saat ini.



2. Diharapkan dimasa yang akan datang dalam Undang-Undang perbankan
ataupun peraturan yang terkait dengan perbankan sudah ada ketentuan yang
mengatur  tentang  bentuk-bentuk tanggung jawab bank yang
mengkhususkan dalam transaksi menggunakan sistem transaksi eletronik
mobile banking. Selanjutnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat
melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang melakukan layanan

mobile banking.
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